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KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

MENTERI DALAM NEGERI, DAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Nomor: 04/SKB/M.PAN/12/2003.

Nomor : 127 Tahun 2003

Nomor : Ol/SKB/XII/2003/BNN.

TENTANG

PEDOMAN KELEMBAGAAN BADAN NARKOTIKA PROPINSI

DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

MENTERI DALAM NEGERI, DAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang
:
a.
bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius dan bersifat multi dimensional dan sulit ditangani secara sektoral, sehingga diperlukan adanya penanganan secara komprehensif, konseptual dan terIntegrasi antar lembaga‑lembaga Pemerintah dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, di Daerah dapat dibentuk Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

Mengingat
:
a.
Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945;

b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tanggal 11 Agustus 2002;

c. Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2829);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

f. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

g. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, MENTERI DALAM NEGERI, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

PERTAMA
:
Menetapkan Pedoman Kelembagaan Sadan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA
:
Pedoman dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA sebagai acuan dalam penyempurnaan
dan pembentukan kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

KETIGA
:
Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2003

   Menteri 

 
Menteri Dalam Negeri

     Kepala Kepolisian

Pendayagunaan Aparatur





       Negara Republik

Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional,

        Feisal Tamin
      

  Hari Sabarno


Drs. Dai' Bachtiar, SH

           Jenderal Polisi

Lampiran :
Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional.

Nomor :

Nomor :

Nomor :

Tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

1.
Organisasi

a.
Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat BNP merupakan organisasi forum di luar struktur organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan berada serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

b. Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNK merupakan organisasi forum di luar struktur organisasi perangkat daerah yang dibentuk dan berada serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

c. BNP atau BNK terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan sejumlah anggota yang mewakili unsur Pemerintah di Daerah yang mempunyai komitmen di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

d.
BNP dan BNK didukung oleh Pelaksana Harian yang terdiri dari sekretariat tetap dan Satuan Tugas sesuai kebutuhan.

e.
Pelaksana Harian dan Sekretariat Tetap masing‑masing dipimpin oleh seorang kepala.

f.
Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Koordinator yang keanggotaannya terdiri dari unsur‑unsur instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing‑masing.

g.
Kepala Pelaksana Harian, Kepala Sekretariat dan Koordinator Satuan Tugas ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

2.
Tugas

a. BNP dan BNK mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Waaikota dalarn melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peranserta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di daerahnya.

b. Pelaksana Harian mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNP dan BNK, serta melaksanakan tugas operasional BNP dan BNK.

3.
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, BNP dan BNK menyelenggarakan fungsi:

a.
Koordinasi instansi pemerintah terkait dan masyarakat di Daerahnya yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

d. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan, ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

4.
Tata Hubungan Kerja

a. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP atau BNK berpedoman pada Kebijakan dan Strategi BNN serta memperhatikan kondisi daerah masing‑masing.

b. Hubungan antara BNN dengan BNP dan BNK adalah hubungan koordinasi fungsional.

c. Ketua BNP dan ketua BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang‑kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu‑waktu sesuai dengan kebutuhan.

d. Ketua BNP dan ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah secara berkala atau sewaktu‑waktu dengan tembusan kepada ketua BNN.

e. Ketua BNP dan BNK dapat tnengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BNK atau BNP, dan mengikutsertakannya dalam pelaksanaan kegiatan BNP atau BNK sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

5.
Pembiayaan

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dan BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6.
Lain‑lain

a.
Organisasi dan Tata Kerja BNP dan BNK ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman kepada Keputusan Bersama ini.

b.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bagi Daerah yang sudah memiliki Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) segera menyesuaikan kelembagaannya dengan kelembagaan BNP dan BNK. Bagi Daerah yang belum memiliki BKND segera membentuk BNP dan BNK sesuai dengan kebutuhan masing‑masing.

Jakarta, 15 Desember 2003

   Menteri 

 
Menteri Dalam Negeri

     Kepala Kepolisian

Pendayagunaan Aparatur





       Negara Republik

Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional,

        Feisal Tamin
      

  Hari Sabarno


Drs. Dai' Bachtiar, SH

           Jenderal Polisi
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